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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akreditasi Sekolah pada satuan
pendidikan di SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan
Literature Review dengan membandingkan data Akreditasi sekolah dari dokumen pada
Neraca Pendidikan Nasional pada tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa:
Pada Satuan Pendidikan Sekolah dasar (SD) pada tahun 2019 SD yang belum terakreditasi
menunjukkan angka 7,9%, sedangkan pada tahun 2020 SD yang belum terakreditasi
menunjukkan angka 9,2% lebih besar dari tahun 2019. Pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah pertama (SMP) pada tahun 2019 SMP yang belum terakreditasi menunjukkan
angka 9,2% sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan angka 18,6%. Pada Satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2019 sekolah yang belum terakreditasi
menunjukkan angka 15,9% pada tahun 2020 menunjukkan angka 16,2%. Dan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekolah yang belum terakreditasi pada 2019
menunjukkan angka 21,5% dan pada tahun 2020 menunjukkan angka kenaikan sebesar
11,9%.

Kata Kunci: Akreditasi Sekolah, Mutu Pendidikan, Satuan Pendidikan.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dikatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan
Negaranya. (UMUM, n.d.)
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Pendidikan itu sendiri tentunya bisa didapatkan melalui proses belajar, seorang manusia
dapat belajar melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal akan
didapatkan pada sekolah dengan berbagai tingkatan, baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD)/
Madrasah Ibtidaiyah (Ml), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTSs)
maupun Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah
Aliyah (MA). Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat (peserta didik) tentang hak dan
kewajiban warga Negara sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga Negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara berhak memperoleh
pendidikan yang bermutu, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka
setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang
dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan atau program
pendidikan. (Indonesia, 2006).

Mutu merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu juga dimaknai sebagai
kecocokan penggunaan produk (fitness for use) dan kesesuaian dengan yang disyaratkan
(conformance to requirement). (Maya & Lesmana, 2018)

Mutu dapat juga dimaknai seberapa jauh barang atau jasa dapat memberikan kepuasan
kepada pelanggan sesuai atau melampaui harapan-harapan pelanggan. Mutu sebagai keadaan
yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan hingga pelanggan memperoleh kepuasan.
Pendapat lain mengatakan bahwa mutu merupakan produk atau jasa sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan dan memuaskan pelanggan . Jika dikaitkan dengan pendidikan, dapat
dikatakan bahwa mutu pendidikan merupakan derajat keunggulan sebuah lembaga
pendidikan , yang mana lembaga pendidikan itu sendiri sudah sesuai atau melebihi standar,
sesuai dengan harapan pelanggan, pihak-pihak terkait dan sesuai dengan yang dijanjikan.
(Sani et al., 2015)

Sekolah dan perguruan tinggi adalah bagian dari komunitas mereka dan karena itu
mereka harus memenuhi tuntutan politik agar pendidikan lebih akuntabel dan secara publik
menunjukkan standar yang tinggi. (Darifah, 2016)

Pendidikan yang bermutu tentunya tidak dengan sendirinya akan hadir dalam setiap
jenjang pendidikan, sehingga dalam menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah harus
ada yang namanya penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan
mutu internal dapat dilakukan langsung oleh sebuah institusi pendidikan dengan cara evaluasi
diri dan lain sebagainya. Sedangkan penjaminan mutu eksternal pada sebuah
sekolah/madrasah akan dilakukan dengan sebuah system yang dikenal dengan istilah
akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya akreditasi ini
untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah dibawah naungan Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M). (Suryadi, 1990)

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan
terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada BAB XVI Bagian Kedua tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi
untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan (Kementrian Pendidikan
Nasional, 2011). Sejalan dengan itu Dalam PP No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, telah membuat secara tegas
kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan daerah dalam bidang pendidikan, pemerintah
membuat suatu perubahan dalam konteks penilaian kualitas pendidikan melalui perbaikan
atau revisi dan pengembangan pedoman akreditasi sekolah dan madrasah, agar meningkatkan
kualitas atau mutu pendidikan di sekolah dengan mengadakannya akreditasi. (Ikhwan, 2014)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di satuan jenjang
pendidikan dasar, menengah dan atas menunjukan penurunan dan juga kenaikan pada setiap
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kenaikan jenjangnya. Definisi: APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang
pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Rumus:
APKj = (Siswa j: Penduduk us j) x 100. Kriteria: Makin tinggi APK berarti makin banyak
anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia
sekolah. Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang
pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM), Definisi: APM adalah perbandingan
antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai
dan dinyatakan dalam persentase. Rumus:  APKj = (Siswa us j: Penduduk us j) x 100.
Kriteria: Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai
usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. Kegunaan: Untuk mengetahui
banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. (Saepudin, 2015)

APK DAN APM 2019/2020 (persentase)

120

107.14
99.20 99.78
100
- 94.99
60 APK
= APM
40
25.58
20
0
PAUD/sederajat SD/sederajat SMP/sederajat SM/sederajat
Sumber: Data verifikasi Pusdatin

Oktober 2020

Tabel 1. APK dan APM Kota Batam 2019/2020 (Copriady et al., 2011)

Akreditasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam era reformasi dan demokratisasi pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh sistem
pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerataan, mutu, relevansi,
dan efisiensi pendidikan. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran
keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat
digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan di sekoalh. Latar belakang adanya akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa
setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi
pendidikan yang layak dan bermutu maka tiap sekolah/madrasah harus diakreditasi untuk
memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan analisa
data kualifikasi akreditasi sekolah pada satuan SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Batam dari
dokumen resmi Badan Pusat Statistik dan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud untuk
kemudian dijadikan sebagai bahan kajian salah satu indikator kualitas mutu pendidikan di
Kota Batam (Septiani & Saragih, 2020).

Artikel ini membahas tentang peran akreditasi sekolah dalam upaya meningkatkan
mutu pendidikan di kota Batam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas
guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:
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1. Apa saja ruang lingkup pelaksanaan akreditasi sekolah?
2. Bagaimana pengaruh akreditasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di
kota Batam?

KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap
kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan yang
dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas.(Awaludin, 2017)

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah
dan/atau lembaga mandiri yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang
berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur
pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara
obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan dan kriteria yang mengacu
kepada Standar Nasional Pendidikan.(Nasional, 2011)

Akreditasi sekolah dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional
pendidikan serta menjadi acuan dalam peningkatan mutu dan rencana pengembangan
sekolah/madrasah. Akreditasi merupakan proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis
fakta, adapun tujuan diadakannya akreditasi sekolah/madrasah ialah memberikan informasi
tentang kelayakan sekolah/madrasah dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu
pendidikan. (Nomor, 63 C.E.)

Akreditasi adalah kegiatan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dimana menjadi satu cara pengukuran
mutu pendidikan. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
087/U/2002 tahun 2002 bahwa tujuan akreditasi ialah untuk memperoleh gambaran kinerja
sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan
mutu pendidikan, dan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam
penyelenggaraan pelayanan pendidikan. (Awaludin, 2017)

Penyelenggaraan proses akreditasi sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan dalam
peningkatan mutu diibidang pendidikian, pada hakikatnya ialah agar penyelenggara
pendidikan dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, maupun dalam pembentukan kepribadian peserta didik. (Awaludin, 2017)

Penyelenggaraan proses akreditasi sekolah sudah banyak di teliti oleh peneliti
sebelumnya di antaranya adalah : (Awaludin, 2017), (Setiyaningsih, 2017), (Saad, 2020),
(Antonius, 2017), (Iskamto et al., 2022), (Asopwan, 2019), (Suderadjat, 2005), (Suryadi,
1990), (Kuntoro, 2019), (Aziz, 2015), (Dzaujak, 1996).

Mutu Pendidikan

Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran
karakteristik menyeluruh dari barang aTau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam
memuaskan kebutuhan kepada pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah
bahwa mutu pendidikan senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang
sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Makna mutu pendidikan itu
sendiri adalah pihak pengguna jasa pendidikan, namun demikian bukan berarti bahwa mutu
pendidikan ini tidak memiliki standar. Spesifikasi layanan pendidikan di sekolah senantiasa
berpedoman pada standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. (Hadis & Nurhayati,
2012)

Dalam konsep yang luas maka mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar
proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan
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dan kriteria tertentu. Dalam konteks pendidikan, mutu terdiri dari beberapa proses

diantaranya adalah: 1) input, 2) proses, dan 3) output pendidikan. Input pendidikan adalah

segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses.

(Abdullah, 2018)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang sistem
penjaminan mutu pendidikan Pasal (1) ayat (1), bahwa mutu pendidikan adalah tingkat
kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
Kemendikbud mendefinisikan bahwa mutu pendidikan di sekolah dasar adalah kemampuan
sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisiensi terhadap komponen-komponen
yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen
tersebut menurut norma/standar yang berlaku.(Nomor, 63 C.E.)

Umiarso dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi mutu pendidikan
diantaranya adalah:

a. Bukti fisik (tangible). Bukti fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah
No. 32 Tahun 2013 yang tercantum dalam Pasal 42 Bab VIl Standar Sarana dan Prasarana
Pendidikan yang berisi sebagai berikut : 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki
sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber
belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2) Setiap satuan
pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan
satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan
jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/
tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan.

b. Keandalan (reliability). Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan lembaga untuk
menyampaikan jasanya secara benar, dapat memenuhi janjinya dan andal. Aspek yang
harus diperhatikan pada dimensi ini adalah konsistensi kinerja dan sifat dapat dipercaya.

c. Daya Tanggap (responsiveness). Dimensi ini berkenaan dengan kemampuan guru dan staf,
yakni keinginan untuk membantu pseserta didik dan memberikan pelayanan yang tanggap.
Dalam hal ini guru dan staf bersedia membantu para pelanggan pengguna jasa
(mahasiswa) untuk memberikan layanan maupun informasi secara cepat dan tepat.

d. Jaminan (assurance). Pada dimensi ini, perilaku guru dan staf diharapkan mampu untuk
menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga
pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.32
Tahun 2013, yang berisi tentang: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemmapuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

e. Empaty (empathy). Pada dimensi ini, lembaga pendidikan berupaya untuk memahami
masalah dan keinginan dari pelanggan pengguna jasa, serta dapat memberikan pelayanan
personal kepada pelanggannya. (Suwartini, 2017)

Adapun standar mutu pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu Standardisasi
Nasional dan dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar Nasional Pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di Indonesia tersebut yang meliputi:
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1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan
kemampuan minimal yang mencakup pngetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib
dimiliki peserta didik untuk dapat dinyatakan lulus.

2) Standar Isi Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan cakupan dan kedalaman
materi pelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dituangkan kedalam
kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.

3) Standar Proses Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan prosedur dan
pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar
proses pendidikan membudayakan dan memberdayakan, demokratis dan berkeadilan, tidak
diskriminatif, dan menjunjung HAM, nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan. Proses
pendidikan pada setiap satuan pendidikan diselenggarakan dengan memberikan
keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas dan kemandirian
peserta didik sesuai dengan perkembangan, kecerdasan, dan kemandirian dalam rangka
pencapaian standar kompetensi lulusan.

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan
dengan kualifikasi minimal harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan.

5) Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan
dengan prasyarat minimal tentang fasilitas fisik yang diperlukan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan.

6) Standar Pengelolaan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan agar tercapai efesiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7) Standar Pembiayaan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan biaya untuk
penyelenggaraan satuan pendidikan.

8) Standar Penilaian Pendidikan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan
mekanisme, prosedur, dan alat penilain pendidikan. (Indonesia, 2006)

Mutu Pendidikan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah :

(Aziz, 2015), (Nurlindah et al., 2020), (Syahrul & Yuniarni, 2020), (Priatna, 2018),

(Suderadjat, 2005), (Azhari & Kurniady, 2016), (Suti, 2011).

Tabel 1 Penelitian Yang Relevan

No

Author (tahun)

Hasil Riset terdahulu

(Aulia Ar Rakhman

Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di

! Awaludin, 2017) Indonesia
2 (Pusphita Anna Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine (Svm) Pada Data
Octaviani, 2014) Akreditasi Sekolah Dasar (Sd) Di Kabupaten Magelang
S Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah
3 (Marjuki, 2018) Ali)?ah (Smgll\/la) g
4 (Asep Suryana, 2005) Akreditasi, Sertifikasi Dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru
5  (Suwartini, 2017) Dan Mutu Pendidikan
6 (Aditya & Ismanto, Model Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Supervisi
2020) Akademik Berbasis Web
Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Tinjauan Konsep Mutu
7 (Umar, 2017) Edwa?d Deming dan Josegh Juran) (T P
8  (Rajagukguk, 2009) Paradigma baru dalam meningkatkan mutu pendidikan
Berfikir kesisteman dalam social support: Ta’awun upaya peningkatan
9 (Iryanietal., 2021) mutu pendidikan agama Islam di MA ISLAM DI MAS AL- IHSANIYAH
Sarang Burung Muaro Jambi
10 (Erni Agustina Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru Dan Mutu

Suwartini, 2017)

Pendidikan
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METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka
(Library Research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-
buku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari
Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya. (Safitri, 2021)

Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan menggunakan data dari
Biro Pusat Statistik, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) pada Tahun 2019 dan 2020, dan
artikel. (Septiani & Saragih, 2020)

PEMBAHASAN
Pengaruh Peran Akreditasi Kepala Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Mutu
Pendidikan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara akreditasi
sekolah dengan penjaminan mutu pendidikan. Sekolah yang akan melaksanakan akreditasi
diberi waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam akreditasi. Segala
komponen dapat dipersiapkan terlebih dahulu, karena akreditasi meliputi delapan Standar
Nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, serta standar penilaian. Dalam rangka mempersiapkan 8 standar
tersebut, secara langsung maupun tidak langsung semua komponen sekolah akan berbenah
menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. (Setiyaningsih, 2017)

Sebelum pelaksanaan akreditasi, dua tahun sebelumnya sekolah mengajukan diri untuk
diakreditasi. Dalam rentang waktu dua tahun itu pula, sekolah akan berusaha memenuhi
kriteria-kriteria yang terdapat dalam instrumen akreditasi, misalnya dalam standar proses,
semua guru harus membuat perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang
terstandar. Sekolah dengan bimbingan dari pengawas sekolah akan berusaha untuk memenuhi
kriteria tersebut, sehingga mutu pembelajaran akan meningkat. (Saad, 2020)

Untuk standar penilaian, dalam instrumen tertulis peningkatan nilai ujian sekolah
maupun ujian nasional selama dua tahun terakhir. Apabila nilai rata-rata ujian turun atau tidak
naik, maka nilai yang diperoleh akan sedikit (dari skala 1-5). Oleh karena itu, sekolah pasti
akan memacu peningkatan nilai ujian sekolah maupun ujian nasional yang pada akhirnya
mutu pendidikan yang dilihat dari komponen nilai akan meningkat. Dengan demikian melalui
pelaksanaan akreditasi sekolah akan dicapai mutu atau kualitas pendidikan yang diarahkan
pada hal-hal sebagai berikut:

1. Proses akreditasi mengarah pada peningkatan kualitas sekolah.

2. Untuk melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya.

3. Sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

4. Sebagai gambaran kelayakan sekolah dalam penyelenggara pendidikan.

5. Memberikan gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang tingkatan suatu sekolah di
antara sekolah-sekolah lainnya. (Nasional, 2011)

Dilihat dari hasil penelitian bahwa pada tahun 2019/2020 menunjukkan adanya
penurunan dibandingkan pada tahun 2018/2019, bisa kita lihat di satuan pendidikan SD,
SMP, SMA, dan SMK di Kota Batam sekolah yang belum terakreditasi, penurunan nya
sangat jauh berbeda dari tahun 2018/2019. Jadi bisa kita katakan bahwa Kota Batam priode
2019/2020 belum dapat dikatakan menjadi sekolah yang berkualitas dan belum mampu
meningkatkan mutu pendidikan, karena kota Batam belum memenuhi standard pendidikan
untuk dikatakan layak dan bermutu, sesuai dengan standar dan kelayakan. (Awaludin, 2017)

Sesuai dengan tujuan akreditasi bahwa dengan adanya akreditasi memberikan informasi
tentang kelayakan Sekolah/Madrasah, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan
memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan. Strategi dalam
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meningkatkan mutu pendidikan sangatlah penting karena merupakan suatu cara dalam
tercapainya keberhasilan mutu tersebut. Lembaga pendidikan di Kota Batam mengalami
penurunan akreditasi disebabkan ada standar pendidikan yang belum layak dan sangat kurang
seperti data tenaga pendidik dan rasio perbandingannya dengan jumlah peserta didik, selain
itu juga kualifikasi pendidik dan juga tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi. Selain tenaga
pendidik kondisi ruangan kelas dan pembiayaan pendidikan juga mmpengaruhi akreditasi
lembaga pendidikan Kota Batam, seperti yang terlihat di Gambar diagram 3 dan 4 (dan
Kebudayaan, 2020)

Pendidikan merupakan satu proses yang sangat kompleks dan mencakup banyak hal,
seperti siswa, guru, tenaga kependidikan (administrator), kurikulum, metode pembelajaran,
dan teknik penilaian yang saling terkait dalam suatu alur yang cukup rumit. (Elassy, 2015)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 8 (delapan) komponen SNP vyaitu, Standar
Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (SPTK), Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, serta Standar Penilaian
Pendidikan. SKL merupakan panduan dalam capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh
peserta didik pada suatu jenjang pendidikan. Standar Isi merupakan tingkat kompetensi
minimal pada suatu jenjang pendidikan. Standar Proses merupakan panduan dalam
melaksanakan proses belajar-mengajar sesuai jenjang pendidikan. SPTK merupakan acuan
kualifikasi minimal bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu jenjang pendidikan.
Standar Sarana dan Prasarana merupakan panduan sarana dan prasarana yang harus tersedia
di suatu jenjang pendidikan untuk mendukung seluruh aktivitas warga suatu satuan
pendidikan. Standar Pengelolaan merupakan panduan dalam mengelola dan mengatur seluruh
komponen pada suatu jenjang pendidikan. Standar Pembiayaan merupakan panduan
mengenai biaya investasi pendidikan, operasional institusi pendidikan, biaya pengembangan,
dan biaya personal pada suatu jenjang pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan merupakan
panduan dalam melaksanakan penilaian oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penilaian
pada suatu jenjang pendidikan. (Awaludin, 2017)

Seluruh komponen Standard Nasional Pendidikan tersebut berlaku untuk seluruh
jenjang pendidikan di Indonesia, dengan penambahan aspek penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat bagi dunia pendidikan tinggi, selain aspek pendidikan. BAN PAUD dan
PNF, BAN S/M, serta BAN PT selaku lembaga independen yang bertugas merumuskan
kebijakan dan melaksanakan penilaian akreditasi telah merumuskan instrumen penilaian
akreditasi suatu lembaga pendidikan sesuai dengan SNP yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Sistem penilaian akreditasi tersebut pada dasarnya telah menggambarkan bahwa
sistem pendidikan nasional di Indonesia bersifat kontinu dan berkesinambungan sesuai
kriteria kualitas pendidikan. (Awaludin, 2017)

Akreditasi memberikan kriteria bagi kualitas tenaga pendidik, pengembangan dan
desain kurikulum, proses pembelajaran, pengukuran dan penilaian, penyediaan fasilitas
pendukung belajar, peningkatan capaian kemampuan lulusan, serta transparansi, tata kelola,
akuntabilitas dalam organisasi dan keuangan. (Okoche, 2017)

Berdasarkan hal tersebut, akreditasi harus memberikan kelayakan terhadap performa
suatu satuan/institusi pendidikan pada tiga komponen penting, yaitu input, process, dan
output. Jika kita telaah instrumen akreditasi untuk seluruh jenjang pendidikan tinggi, maka
instrumen tersebut masih menekankan pada keberadaan dokumen.(Mahdiannur, 2018)

Penekanan pada kualitas proses pembelajaran dalam bobot penilaian akreditasi perlu
mendapat perhatian. Proses pembelajaran harus mendukung perkembangan kognisi anak
untuk mendukung proses berpikir siswa dalam tiga ranah, yakni pengetahuan, pemahaman,
dan penalaran. (Mahdiannur, 2018)

Proses pembelajaran yang layak tidak harus didukung oleh sarana dan prasarana yang
serba canggih dan modern. Sarana dan prasarana proses pembelajaran harus mendukung
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fleksibilitas konsep siswa dengan memanfaatkan bahan-bahan alam dan material yang mudah
ditemukan di lingkungan sekitar. Komponen orientasi ‘interaksi manusia’ pada suatu sistem
pendidikan akan memengaruhi pemberdayaan, komitmen, dan kepuasan komunikasi yang
sejalan dengan praktik peningkatan mutu. (Bendermacher et al., 2019)

Berdasarkan hal tersebut instrumen akreditasi haruslah menitikberatkan pada performa
satuan/institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Performa tersebut hendaknya
fokus pada pengembangan organisasi satuan/institusi pendidikan, evaluasi terhadap inovasi
proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuan/institusi pendidikan, akuntabilitas,
efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan oleh satuan/institusi pendidikan, serta
pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan oleh
satuan/institusi pendidikan.(Nurhayati et al., 2021)

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemenuhan SNP oleh satuan/institusi
pendidikan mutlak dilakukan, khususnya oleh tim penjaminan mutu internal suatu
satuan/institusi pendidikan. Masyarakat akan berperan penting dalam mendukung dan
mengakselerasi pemenuhan seluruh komponen SNP karena masyarakat sangat mendambakan
pendidikan yang berkualitas. Peran serta masyarakat juga dapat ‘memaksa’ pemerintah untuk
memberikan dukungan politik dan berbagai kebijakan yang mendukung satuan/institusi
pendidikan untuk memenuhi seluruh SNP. (Saad, 2020)

Dalam menyelenggarakan Akreditasi tentunya banyak melibatkan banyak pihak, baik
dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan begitu suatu
lembaga pendidikan jika terakreditasi meningkat dan menjadi pendidikan yang bermutu,
lembaga pendidikan akan mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada peserta didik
dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan
maupun dalam bentuk kepribadian, tidak hanya itu lembaga pendidikan yang bermutu akan
menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkompeten.(Iskamto et al., 2022)

Dari uraian di atas, dapat dilihat adanya hubungan antara akreditasi sekolah dengan
penjaminan mutu pendidikan. Pada kenyataannya selain hubungan tersebut, akreditasi
sekolah memberikan dampak atau akibat tidak langsung terhadap kinerja sekolah. Sekolah
dengan akreditasi A tentu saja akan berusaha mempertahankan peringkat tersebut. Semua
komponen sekolah pasti tidak rela apabila peringkat sekolahnya turun menjadi B atau C. (N.
Nurhayati & Rosadi, 2022)

Untuk mempertahankan suatu prestasi memang lebih sulit daripada meraih suatu
prestasi. Diperlukan kesungguhan dan upaya terus menerus agar prestasi yang sudah diraih
tidak hilang begitu saja. Akreditasi sekolah membawa dampak positif kepada seluruh warga
sekolah, diantaranya yaitu:

1. Tumbuhnya kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan
pelayanan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi.

2. Meningkatnya kerjasama seluruh komponen sekolah untuk memberikan yang terbaik
untuk sekolah.

Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari akreditasi sekolah terhadap kinerja
sekolah, antara lain:

1. Peningkatan kinerja dari semua komponen sekolah hanya dilakukan menjelang
pelaksanaan akreditasi sekolah, setelah selesai akan kembali seperti semula.

2. Ada sekolah yang melakukan rekayasa data untuk mencapai nilai akreditasi yang
diharapkan. (Awaludin, 2017)

Mutu pendidikan dapat terwujud jika sekolah mempersiapkan tenaga profesional
dibutuhkan pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan prestasi belajar tinggi. Mutu
lulusan sangat penting diperhitungkan, sehingga pendidikan sebagai ujung tombak pencetak
tenaga profesional pegang peran penting. (L. H. Nurhayati & Rosyadi, n.d.)
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Salah satu cara dalam meningkatkan mutu pendidikan selain menyiapkan tenaga yang
profesional juga dibutuhkan media pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan
dengan baik. Tujuan pembelajaran bisa tidak tercapai karena menggunakan media
pembelajaran yang tidak sesuai. Selain menyesuaikan dengan materi ajar, penggunaan media
juga perlu memperhatikan tujuan pembelajaran, jumlah peserta didik dan sarana prasarana
yang digunakan disekolah tersebut. (N. Nurhayati, 2021)

Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju dengan
munculnya ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu pengetahuan
baru bahkan ke arah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi seperti spesialisasi-spesialisasi.
(N. H. Nurhayati, 2021) oleh karena itu maka pendidikan yang bermutu sangat dibutuhkan
dalam dunia pendidikan modern saat ini.

HASIL PENELITIAN

Peneliti membandingkan dua data untuk melihat Akreditasi Sekolah di Kota Batam
pada satuan SD, SMP, SMA, dan SMK yang peneliti ambil dari Neraca pendidikan Daerah
Kemendikbud. (dan Kebudayaan, 2020)

AXREDITASI SEKOLAH 3 KOTA BATAM AKREDITASI SEKOLAM
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Tabel 2: Perbandingan Akreditasi Sekolah (dan Kebudayaan, 2020)
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Tabel: 3 dan 4 Perbandingan Perkembangan Komponen Standar Pendidikan (dan Kebudayaan, 2020)

Diagram satu menunjukkan bahwa angka persentase akreditasi sekolah di Kota Batam
Pada tahun 2019 dengan 2020 adanya penurunan angka persentase. Pada Satuan Pendidikan
Sekolah dasar (SD) pada tahun 2019 SD yang belum terakreditasi menunjukkan angka 7,9%,
sedangkan pada tahun 2020 SD yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% lebih
besar dari tahun 2019. Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP) pada
tahun 2019 SMP yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% sedangkan pada tahun
2020 menunjukkan angka 18,6%. Pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
pada tahun 2019 sekolah yang belum terakreditasi menunjukkan angka 15,9% pada tahun
2020 menunjukkan angka 16,2%. Dan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) sekolah yang belum terakreditasi pada 2019 menunjukkan angka 21,5% dan pada
tahun 2020 menunjukkan angka kenaikan sebesar 11,9%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Akreditasi sekolah pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK merupakan salah
satu faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi sekolah di satuan Pendidikan
SD, SMP, SMA, dan SMK pada Kota Batam Kepulauan Riau adanya penurunan 2020
dibandingkan dengan tahun 2019. Sekolah dasar (SD) pada tahun 2019 SD yang belum
terakreditasi menunjukkan angka 7,9%, sedangkan pada tahun 2020 SD yang belum
terakreditasi menunjukkan angka 9,2% lebih besar dari tahun 2019.

Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP) pada tahun 2019, SMP
yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan
angka 18,6%. Pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2019
sekolah yang belum terakreditasi menunjukkan angka 15,9% pada tahun 2020 menunjukkan
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angka 16,2%. Dan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekolah
yang belum terakreditasi pada 2019 menunjukkan angka 21,5% dan pada tahun 2020
menunjukkan angka kenaikan sebesar 11,9%.

Saran
Saran pada artikel ini adalah bahwa Akreditasi harus dilakukan melalui tindakan
membandingkan kondisi sekolah dan keadaan sekolah dengan delapan kriteria (standar) yang
telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.
Kajian yang lebih lanjut lagi untuk mencari faktor-faktor lainnya adalah seperti
Perencanaan, Kebijakan Pemerintah dan Faktor Sumberdaya Manusia atau yang lainnya.
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